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Tinggal Masalah Aset
yang Belum Tuntas

DONGGALA - Bupati
Donggala, Drs H Habir Ponulele
MM optimistis, pada tahun 2011,
trend opini Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kabupaten Donggala, akan
naik kelas menjadi wajar tanpa
pengecualian (WTP), kalaupun
belum bisa WTP, maka temuan
yang ada, akan semakin berkurang.

Pada LKPD tahun anggaran
2010, BPK RI Perwakilan Provinsi
Sulteng, telah memberikan opini
wajar dengan pengecualian (WDP),

sama dengan LKPD tahun 2009.
Pemberian opini WDP terhadap
LKPD Kabupaten Donggala 2010
itu, disebabkan adanya
pengecualian atas akun-akun dalam
laporan keuangan di antaranya,
saldo kas di bendahara pengeluaran
termasuk s uang persediaan
tahun anggaran 2006-2009 sebesar
Rp379,99 juta yang secara fisik
tidak dalam penguasaan bendahara
pengeluaran, Namun hal ini jelas
Habir, telah diselesaikan oleh
instansi teknis. Pernyataan Bupati
Habir itu juga dibenarkan oleh
Kepala DPPKAD Kabupaten
Donggala, H. Hasan Basri SE MM.

Demikian pula realisasi
pendapatan retribusi pelayanan

keschatan pada RSUD Kabelota
sebesar Rp749,17 juta yang tidak
disetor ke kas daerah dan telah
digunakan langsung sebesar
Rp523,60 juta, juga sudah
dituntaskan oleh pihak RSUD
“Seluruh temuan itu, telah
aikan, saat ini tinggal soal
aset saja yang agak sedikit rumit,”
Jjelas Habir kepada Radar Sulteng,
saat ditemui di Kantor DPRD
Donggala, Senin (4/7).

Kata Habir, masalah aset ini,
masih dalam proses penyelesaian.
Dia mengaku, jika ini tuntas, maka
dipastikan tidak akan ada lagi
temuan untuk tahun 2011, sehingga
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LKPD Donggala bisa naik
kelas menjadi WTP. “Kami
optimistilah, semoga tahun
depan kita memperoleh WTP,”
tandasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan
temuan BPK, nilai aset tetap
dalam neraca per 31 Desember
2010 yang disajikan lebih tinggi
sebesar Rpl,5 miliar jika
dibandingkan perhitungan
mutasi aset tetap sejak tahun
2008 sampai tahun 2010. Atas

perbedaan itu, Pemkab Donggala
tidak dapat memberikan
penjelasan kepada BPK.

Selain itu, informasi dalam
laporan barang milik daerah
(LBMD) tidak lengkap antara
lain- aset tanah sebanyak 153
persil senilai Rp6,38 miliar tidak
dilengkapi data lokasi dan luas.
Aset tetap belum dicatat, antara
lain berupa aset tetap yang
diperoleh dari kegiatan stimulus
belanja infrastruktur bidang

pekerjaan umum tahun 2009 -

sebesar Rp38,61 miliar dan
kendaraan roda dua yang
diperoleh dari pemanfaatan dana

dukungan operasional
pemungutan pajak bumi dan
bangunan sebesar Rp131,12 juta.

Aset tetap dikuasasi oleh
pihak lain minimal sebesar
Rp4,9 miliar yang tidak
didukung dengan surat
perjanjian pinjam pakai, dan
aset tetap yang hilang minimal
sebesar Rp1,43 juta. “Masalah
aset ini harus kita tuntaskan
tahun ini, sehingga tidak lagi
jadi  temuan. Dengan
demikian, keinginan untuk
meraih opini WTP bisa
terwujud,” tandas Habir yang
diamini oleh Hasan Basri.(fer)




                     






